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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 22 TAHUN 2017 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Meninlbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 5 dan Pasal 23 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara 
Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta 
kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan 
terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

Mengingat 

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 
kepastian h ukum kepada Penyelenggara Negara dan 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan 
terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

c. bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam h u ruf a dan huru f b , perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Un dang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 201 5 Nomor 58, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 3) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentu kan dan Sususnan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nomor 7); 

1. Surat Edaran Men teri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan ReformasiBirokrasi Nomor 1 Tahun 2015 ten tang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan in stansi 
pemerintah; 

2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor : Se-08/01/10/2016 tentang Petunjuk 
Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara setelah 
diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelengga ra Negara; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3 . Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
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4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah 
Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan 
pengawasan intern (audit intern) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peIjanjian keIja yang 
bekeIja pada instansi Pemerintah Kabupaten Tqsikmalaya . 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat sebagai pegawai ASN 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwuju d atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 
lain nya yang dapat dinilai dengan u ang oleh Penyelenggara Negara beserta 
istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, 
baik atas nama Penyelenggara Negara a tau orang lain, yang diperoleh 
sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya . 

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 
LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang 
dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 

11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang 
dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

BAB II 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA 

Pasa1 2 

(1) Penyelenggara Negara dan pejabat strategis di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Daerah pada Sekretariat Daerah; 
c. Staf Ahli Bupati; 
d. Sekretaris DPRD; 
e . Inspektur pada Inspektorat; 
f. Kepala Badan;dan 
g. Kepala Dinas. 
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(3) Pejabat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : 
a. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat; 
b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Kelompok KeIja Unit 

Layanan Pengadaan; 
c. Pejabat Pembuat Komitmen; 
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 
e. Bendahara Penerimaan; dan 
f. Bendahara Pengeluaran. 

Pasal3 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah 
diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dilaksanakan melalui Aplikasi e-LHKPN 
pada alamat www.elhkpn.kpkgo.id atau mengisi formulir LHKPN format 
excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpkco.id atau 
diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik 
secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah 
disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat 
diunduh melalui www.e.kpkgo.id/layanan-publik/lhkpn. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ 
pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara. 

(3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang 
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

BAB III 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasal4 

(1) PNS wajib menyampaikan LHKASN. 

(2) Penyelenggara Negara dan pejabat strategis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan yang telah menyampaikan laporan LHKPN tidak diwajibkan 
menyampaikan LHKASN. 

Pasa15 

(1) LHKASN diisi secara online melalui aplikasi SIHARKA pada 
www.siharka.menpan.go.id oleh masing-masing wajib LHKASN setelah 
mendapat user dan password dari Inspektorat. 

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) disampaikan kepada 
Bupati melalui Pengelola e-LHKASN. 

(3) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuat rangkap 2 
(dua) untuk disampaikan kepada Pengelola e-LHKASN. 

(4) Pengelola e-LHKASN menyampaikan LHKASN kepada Inspektorat. 
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Pasa16 

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan paling 
lambat : 
a . 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan; 
b. 1 (satu) bulan setelah PNS tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau 

promosi; dan 
c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. 

BABIV 
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA 

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasal 7 

(1) LHKPN dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah. 

(2) LHKASN dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat selaku 
Apara t Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

(3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN akan diatur lebih lanjut den gan 
Kepu tusan Bupati Tasikmalaya. 

Pasal 8 

(1) Badan Kepegawaian Daerah dalam mengelola LHKPN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 mempunyai tugas: 
a . berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap 

Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya 
serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id: 

b . menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya; 

c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada h uruf b ke 
dalam aplikasi e-LHKPN; 

d . mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi 
kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 

e . menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan 
tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h u ruf d di 
atas kepada KPK. 

(2) Badan Kepegawaian Daerah dalam mengelola LHKASN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: 
a . berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKASN; 
b . memfasilitasi penyampaian formulir isian LHKASN kepada Wajib 

LHKASN; 
c. memfasilitasi pengumpulan formulir LHKASN yang telah diisi oleh Wajib 

LHKASN; 
d . menyampaikan formulir LHKASN yang telah diisi oleh Wajib LHKASN 

kepada Inspektorat sebagai bahan pelaporan. 
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BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal9 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN 
dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh 
Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a . memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib 

lapor; 
b . berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka 

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada 

Bupati; 
d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya 
ketidakwajaran; 

e . melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi 
sebagaimana pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran; 

f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan 
tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi. 

(5) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan 
pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan keIjanya masing-masing. 

BAB VI 
SANKSI 

Pasal 10 

(1) Penyelen ggara Negara dan PNS yang terlambat dan/atau tidak melaporkan 
LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 
dikenakan sanksi administra si. 

(2) Aparat Pen gawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi 
tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan 
ASN dikenakan sanksi administrasi. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berupa sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengelola LHKPN dan 
LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa112 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ml dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya 

Diundangkan di Singapama 
pada tanggal 1 April 21111 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENTASIKMALAYA, 

~ODIR 

Ditetapkan di Singapama 
ada tanggal, 1 AprU CW11r 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 
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